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REFORMASI: MENUJU MASA DEPAN  
YANG LEBIH BAIK 

ÅREFORMASI GELOMBANG PERTAMA (1998-2008) 

ïTRANSISI DEMOKRASI, dengan sistem check and balance 
antara legislatif, yudikatif, dan judikatif. 

ïDESENTRALISASI yang sangat ekspansif  (demokrasi 
langsung, desentralisasi fiskal) 

ïPENYELESAIAN KONFLIK di Aceh, reformasi politik di 
Papua, dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di 
daerah-daerah pasca-konflik. 

ÅREFORMASI GELOMBANG KEDUA 

ïMempertegas haluan, memacu laju perubahan. 

ïJangka pendek: de-bottlenecking. 

ïJangka Menengah: Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2010-2014. 
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PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010-2014 

 

RKP 2010  

 

 

RKP 2011  

 

PENEKANAN 
SESUAI TEMA  
ñPERCEPATAN 

PERTUMBUHAN 
EKONOMI YANG 
BERKEADILAN 

DIDUKUNG 
PEMANTAPAN 
TATA KELOLA 
DAN SINERGI 
PUSAT DAERAHò  

 
 

 

 

RKP 2012  

 

RKP 2013  

 

RKP 2014  

 
 

RPJMN 2010 - 2014  

1  Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola  

2  Pendidikan  

3  Kesehatan  

4  Penanggulangan Kemiskinan  

5  

6  Infrastruktur  

7  Iklim Investasi dan Iklim Usaha  

8  Energi  

9  Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana  

10  Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & 
Pasca - konflik  

11  Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi  

Bidang Politik, Hukum  dan Keamanan  

Bidang Perekonomian  

Bidang Kesejahteraan Rakyat  

12  

13  

14  

Sudah  jelas  dan konkrit sasaran 
dan  K/L Pelaksana  :  
ü Program  
ü Kegiatan  
ü Outcome  
ü Output  
ü Pendanaan Indikatif  
 

Ketahanan Pangan  

PEMULIHAN 
PEREKONOMIAN 
NASIONAL DAN 
PEMELIHARAAN  
KESEJAHTERAAN 

RAKYAT  

DITENTUKAN 

DALAM 

PROSES 

PENYUSUNAN 

RKP 2012 

DITENTUKAN 

DALAM 

PROSES 

PENYUSUNAN 

RKP 2013 

DITENTUKAN 

DALAM 

PROSES 

PENYUSUNAN 

RKP 2014 

ÅInpres 1/2010 tentang 
Percepatan Pelaksanaan 
Prioritas Pembangunan Nasional 
ÅInpres 3/2010 tentang Program 

Pembangunan yang Berkeadilan 
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TATA KELOLA DAN  
SINERGI PUSAT-DAERAH 

Tata Kelola 
(Governance) 

 

Kualitas Birokrasi 
dan SDM Aparatur 

(Responsif, 
transparan dan 

akuntabel) 

Sinergi Pusat 
dan Daerah 

 

Pengelolaan 
Kebijakan dan 

Sumber 
Pendanaan              

( APBN/APBD) 

Sasaran 
Pembangunan 

Nasional 

 



PRIORITAS RKP  
TAHUN 2011 
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Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,5% per tahun, dengan pendapatan 
per kapita yang terus meningkat . . . 
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TANTANGAN PEMBANGUNAN 

. . . angka pengangguran menurun ke 7,4% dan angka kemiskinan menjadi 13,3%. 
Ke depan tingkat kemiskinan dan pengangguran akan terus diupayakan menurun 
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TEMA RKP 2011 

 άPERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN 
DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT 

DAERAHέ 
 

RKP 2010 

PEMULIHAN PEREKONOMIAN 
NASIONAL DAN PEMELIHARAAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

TINGKAT PERTUMBUHAN 

Pertumb. Ek. (%) :  5,8 

 

KUALITAS PERTUMBUHAN  

Tk. Pengangguran (%) : 7,6  

Tk. Kemiskinan (%) : 12,0 -13,5  

RKP 2011 

PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI 
YANG BERKEADILAN DIDUKUNG 

PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI 
PUSAT DAERAH 

TINGKAT PERTUMBUHAN 

Pertumb. Ek. (%) :  6,3 

 

KUALITAS PERTUMBUHAN 

INKLUSIF DAN BERKEADILAN 

Tk. Pengangguran (%) : 7,0  

Tk. Kemiskinan (%) : 11,5 - 12,5 
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ALOKASI PADA PRIORITAS 2011 

PRIORITAS/SUBSTANSI INTI ALOKASI K/L SUBSIDI/PSO PEMBIAYAAN TOTAL 

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATAKELOLA 1.377,4 0,0 0,0 1.377,4 *) 

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN 52.532,3 0,0 0,0 52.532,3 

PRIORITAS 3 : KESEHATAN
 

11.484,2 50,0 0,0 11.534,2 

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN 31.321,1 16.011,9 2.000,0 49.333,0 

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN
 

18.657,4 19.434,8 0,0 38.092,2 

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
 

43.446,5 2.752,6 17.377,9 63.577,0 

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA 
 

1.801,2 104,0 0,0 1.905,2 

PRIORITAS 8 : ENERGI
 

10.927,0 0,0 0,0 10.927,0 

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA 4.712,5 0,0 0,0 4.712,5 

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN 
PASCA-KONFLIK 

11.849,5 0,0 0,0 11.849,5 

PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI 484,7 0,0 0,0 484,7 

PRIORITAS LAINNYA DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEMANAN, 
BIDANG PEREKONOMIAN, DAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 

5.857,1 0,0 0,0 5.857,1 

TOTAL ALOKASI PADA PRIORITAS 194.450,9 38.353,3 19.377,9 252.182,1 

*) Tidak termasuk remunerasi akibat dari Reformasi Birokrasi  

(Rp Miliar) 
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ALOKASI 16 BESAR K/L 2011 
KEMENTERIAN/LEMBAGA  

SHARE  
2011 (%) 

% 
KENAIKAN 

16 K/L TERBESAR 84,8 20,2 

SUMBER DAYA MANUSIA 26,2 3,7 

Kem. Pendidikan Nasional 12,3 -8,8 

Kem. Agama 7,6 13,9 

Kem. Kesehatan 6,4 22,7 

PERTAHANAN DAN KEAMANAN 17,9 5,7 

Kem. Pertahanan 11,0 6,8 

Kepolisian RI 6,9 4,1 

INFRASTRUKTUR, PERTANIAN, 
KELAUTAN DAN KEHUTANAN 

32,6 56,4 

Kem. PU 13,8 62,4 

Kem. Perhubungan 5,2 35,0 

Kem. ESDM 3,7 94,2 

Kem. Pertanian 4,1 109,0 

Kem. Dalam Negeri 3,2 5,8 

Kem. Kelautan dan Perikanan 1,2 49,3 

Kem. Kehutanan 1,4 77,2 

PEMERINTAHAN UMUM 8,0 7,6 

Kem. Keuangan 4,0 7,7 

Mahkamah Agung 1,5 16,0 

Kem. Luar Negeri 1,4 1,3 

Kem. Hukum dan HAM 1,2 5,3 

61 K/L LAINNYA 15,2 23,5 

TOTAL 100,0 20,7 

ÅSesuai dengan tema RKP 2011 (mempercepat 
pertumbuhan ekonomi), kelompok infrastruktur, pertanian, 
kelautan dan kehutanan mengalami kenaikan paling besar 
(56,4%) dari tahun 2010 
ÅUpaya pro-enviroment ditunjukkan dengan kenaikan 

alokasi Kem. Kehutanan sebesar 77,2% 
 

Pro-Growth; Pro-Job; Pro-Poor; Pro-Environment 
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*)    Termasuk kenaikan Rp 3,1 T untuk Kemenpera (Rp 1,9 T) dan 
BKKBN (Rp 1,2 T) 

**)  Terdapat pemindahan alokasi untuk BOS sebesar Rp 16,8 T 

*) 

**)  
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1. Mendukung ketahanan 
pangan nasional. 

2. Meningkatkan 
keterhubungan 
antarwilayah (domestic 
connectivity) 

3. Memperkuat virtual 
domestic 
interconnectivity 
(Indonesia connected) 

4. Meningkatkan akses RT 
terhadap hunian yang 
didukung prasarana dan 
sarana dasar permukiman 

6. Ketersediaan Air Baku 
dan Pengendalian Banjir 

SASARAN PEMBANGUNAN 
INFRASTRUKTUR 2011 

Penyediaan infrastruktur dasar untuk 
mendukung peningkatan kesejahteraan. 

MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN  
PRASARANA SESUAI SPM 

Penyediaan sarana dan prasarana yang 
mampu menjamin kelancaran distribusi 
barang, jasa, dan informasi untuk 
meningkatkan daya saing produk nasional. 

 

MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING  
SEKTOR RIIL 

Pengembangan infrastruktur yang dapat 
memenuhi pemulihan biaya melalui 
struktur tarif yang mempertimbangkan 
aspek sosio-ekonomi dan kemampuan daya 
beli masyarakat. 

MENINGKATKAN KERJASAMA PEMERINTAH 
DAN SWASTA (KPS) 

ARAH KEBIJAKAN 

Meningkat dan 
optimalnya layanan 

irigasi dan rawa seluas 
3,34 juta hektar  

ÅKapasitas jalan meningkat 
2.830 Km 

ÅPem. Pelabuhan Tg.Priok, 
Belawan dan 7 pel. lainnya 

ÅJasa akses telekomunikasi di 
33.259 desa, internet di 5.748 

kecamatan dg tingkat 
pencapaian 20%, Regional 

Internet Exchange di 10 kota, 
Community Access Point di 222 

kec; 

ÅPembangunan rusunawa 170 TB; 
subsidi perumahan sebanyak 

92.927 unit 
ÅPenyediaan air minum  (187 L/detik 

untuk 63 juta jiwa penduduk) 
ÅPembangunan sarpras air limbah 
sistem off-site dan on-site bagi 1,11 

juta jiwa penduduk 

Meningkatnya, prasarana 
air baku kapasitas  5,89 

m3/det 

S A S A R A N 
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SASARAN ENERGI 2011 

1998- s/d sekarang 

 

Potensi  PLTP 
27.000 MW  

 

 

Tuntutan dunia 

internasional  

& masyarakat  

akan energi bersih 

 

Kapasitas terpasang PLTP 
1.000 MW 

Penambahan kapasitas 
terpasang PLTP sebesar   

5.000 MW 

5 tahun ke depan 

STRATEGI PENGEMBANGAN ENERGI GEOTHERMAL 

ENERGI 2011 

Peningkatan kapasitas pembangkit listrik 5.279 MW 

Meningkatnya rasio elektrifikasi 
70,4%  

(dari 67,2% di 2010) 

Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi PLTP 158 MW 


